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Abstarct
Wan Abdurachman, a prominent figure from Lampung, played an active role in the struggle for Indonesia's independence and served as a member of the Constituent Council, backed by PSII, during the inaugural elections in Indonesia. He was instrumental in shaping the Foundations of the Indonesian State. Despite his significant contributions, his role remains largely overlooked in Indonesian historical narratives. This study seeks to shed light on Wan Abdurachman's advocacy for Islamic Socialism within the Constituent Council, employing historical research methods. The findings underscore Wan Abdurchman's pivotal position in the council, serving as the chairman of the Indonesian Islamic Syarekat Party faction. Additionally, Wan Abdurachman ardently championed the ideology of Islamic Socialism, advocating for a socio-economic framework that prioritized equality and inclusivity among the Indonesian populace.
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Abstrak
Wan Abdurachman, seorang tokoh terkemuka dari Lampung, memainkan peran aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjabat sebagai anggota Dewan Konstituante, didukung oleh PSII, selama pemilihan umum pertama di Indonesia. Dia berperan penting dalam membentuk Dasar Negara Indonesia. Meskipun kontribusinya yang signifikan, perannya sebagian besar tetap diabaikan dalam narasi sejarah Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan advokasi Wan Abdurachman untuk Sosialisme Islam dalam Dewan Konstituante, menggunakan metode penelitian sejarah. Temuan ini menekankan posisi penting Wan Abdurachman dalam dewan, menjabat sebagai ketua fraksi Partai Syarikat Islam Indonesia. Selain itu, Wan Abdurachman dengan gigih memperjuangkan ideologi Sosialisme Islam, mengadvokasi kerangka kerja sosio-ekonomi yang memprioritaskan kesetaraan dan inklusivitas di antara masyarakat Indonesia.
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PENDAHULUAN
Pada tahun 1950 Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Liberal, yang sesuai dengan sistem dengan Undang-Undang Dasar sementara. Demokrasi Liberal ini berlangsung cukup lama yaitu sejak tahun 1950 dikeluarkanya dekrit Presiden pada tahun1959. Sitem politik demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. adalah Demokrasi liberal atau (demokrasi konstitusional)sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasan pemerintah, Ciri utama dari demokrasi liberal adalah banyaknya partai Politik dan sering bergantinya kabinet(Arta, 2020.p.70). Sistem yang dianut ialah sistem Parlementar yang mana Presiden dan wakil Presiden hanyalah sebagai simbol yang tidak memiliki fungsi memerintah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kabinet yang berlangsung sejak 1951-1959, Kabinet-Kabinet itu diantaranya adalah Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (Juli 1953- Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), kabinet Ali Sastroamidjoyo II (1956- 1957) dan kabinet Djuanda (1957-1959).(Mudjiono, 2017,p.688)
Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi, yang dimana kekuasaan lahir bedasrakan hati nurani dan kehendak rakyat, oleh rakyat, fan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan umum pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilihan umum di Indonesia untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh kebinet Wilopo, sedangkan pelaksanaanya dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan Kabinet Burhanudin Harahap. pemilu ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan anggota DPR dan anggota Konstituante, atas dasar UUDS tahun 1950 pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 35. Untuk pemilihan anggota DPR dilakukan pada 29 september 1955.  Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum untuk Dewan konstituante yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955.
Dewan konstituante Indonesia yang di pilih langsung oleh rakyat, memiliki kedudukan yang berhubungan dengan pembentukan Undang-Undang Dasar baru yang nantinya akan di jadikan dasar negara Indonesia. Dewan konstituante di bentuk bedasarkan U.U.D.S. pada undang-udang dasar sementara pasal 134 yang berbunyi “Konstituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar) Bersama-sama dengan pemerintah selekas lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Indonesia, yang akan menggantikan U.U.D.S.”(Simorangkir, 1958,p.11). dengan demikian jelas adanya bahwasanya para Dewan konstituante bertugas melaksanakan sidang perumusan Dasar Negara yang nantinya akan menggantikan U.U.D.S. Sedangkan Dasar negara merupakan pedoman kehidupan dalam suatu negara. Setelah Dasar Negara di sahkan maka secara otomatis akan menjadi landasan kehidupan masyarakat di Indonesia. 
	Hasil dari pemilihan umum mempertegas polarisasi antara partai-partai Islam dan non Islam serta menghasilakan keseimbangan antara pihak-pihak yang bertentangan. Terbagialah menjadi tiga fraksi ideologis di dewan konstituante. yang pertaman, blok Pancasila yang menganggap bahwa kelima sila: Ketuhanan, Perikemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial merupakan Dasar Negara. Kedua, Blok Islam yang mengajukan Islam sebagai Dasar Negara. Dan ketiga, blok Sosial Ekonimi yang mengajukan ekonomi Sosialis dan Demokrasi sesuai dengan pasal 33 dan pasal 1 dari UUD 1945 sebagai Dasar Negara.(Nasution, 2001. p.32) 
Partai PSII salah satu Partai yang masuk kedalam Blok Ideoligi Islam, pada rapat anggota Fraksi pada 9 November 1956 yang telah disetujui oleh Presiden Wan Abdurachman  terpilih sebagai ketua Fraksi dari Partai PSII. Dengan demikian sebagai ketua fraksi tentu saja Ia ikut berperan dalam perumusan Dasar Negara. Sebagai anggota yang berpihak pada Blok Islam tentu saja disetiap pidatonya ia mengungkapkan pendapat yang berlandaskan dengan ajaran Islam. Konsep yang diajukan Wan Abdurachman menekankan kehidupan sosialisme Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pandangan ini mencerminkan komitmen PSII terhadap kesejahteraan rakyat dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai bahan rujukan, penulis mengambil kajian terdahulu dari Ajat Sudrajat yang berjudul "Konsep Dasar Negara: Studi Analisis Terhadap Pemikiran Soekarno," yang menjelaskan pemikiran Soekarno mengenai Dasar Negara dengan merujuk pada Pancasila.(Sudrajat, 2007). Selain itu penulis juga mengambil rujukan dari kajian terdahulu yang berjudul “Tjokroaminoto: Sosialisme Islam” dalam kajian tersebut menjelaskan tentang pemikiran Tjokroaminoto tentang Sosialisme Islam, yang memberikan pemahaman tentang paham sosialisme Islam yang susuai dengan ajaran Islam.(Wijiyanto et al., 2019)
Berangkat dari temuan tersebut, penulis menekankan bahwa artikel ini mengangkat tema yang berbeda dari kajian terdahulu. Penulis menemukan bahwa tokoh Wan Abdurachman dari Lampung belum banyak dikaji oleh sejarawan, bahkan dalam buku "Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung" hanya dibahas secara singkat. Penulis mengambil tema artikel tentang Wan Abdu rachman, kerena pemenulis melihat adanya kekeosangan sejarah Indonesia mengenai tokoh Lampung, padahal jika di lihat dari catatan masa lalu masyarakat Lampung banyak yang berkonstribusi dalam upaya pembentukan negara Indonesia. Hal ini tentu saja sangat menarik untuk dikaji selain untuk mengisi kekosongan sejarah, juga menjadi sebuah pengetahuan baru mengenai sejarah yang masih banyak tidak di kerahui oleh rakyat Indonesia.
Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran dan wawasan tentang sejarah pemikiran tokoh, tetapi juga pengetahuan mengenai konsep perumusan Dasar Negara yang belum banyak diketahui oleh rakyat Indonesia. Tema ini sangat menarik untuk di kaji dengan tujuan untuk mengetahui konsep pemikiran Wan Abdurachman mengenai dasar negara Indonesia di Dewan Konstituante. Dengan harapan penulis dalam artikel ini dapat mengevaluasi pemikiran Wan AbduRachman dalam konteks kenegeraan dengan berfokus  kepada pemikirannya, selain itu untuk mengidentifikasi lahirnya pemikiran yang di kemukakan olehnya mengenai Dasar Negara. Melalui kajian ini penulis akan menjelaskan peran Wan Abdurachaman dalam perumusan Dasar Negara serta upayanya dalam pembentukan Negara Republik Indonesia.



METODE
Metode yang di gunakan dalam penelitian Pemikiran dasar Negara Wan Abdurachma di Dewan Konstituante ini menggunakan metode penelitian Sejarah meliputi Heuristik, Kritik Sumber, Intepertasi, dan Historiografi.(Abd Rahman Hamid, 2011) Tahap yang pertama adalah Heuristik, yaitu teknik pengumpulan sumber baik yang sumber primer maupun sumber skunder yang relavan dengan tema penelitian. Tahap yang ke dua adalah kritik sumber setalah sumber di kumpulkan selanjutnya menentukan keauntentikan sumber, untuk menentukan keaslian sumber dapat di lihat dari bahan yang di gunakan dari sumber tersebut atau biasa di sebut dengan kritik eksternal, sedangkan penyeleksian informasi yang terkandung biasa di sebut dengan kritik Internal. Pada tahap ke tiga ialah Intepertasi menggabungkan sumber yang sesuai dengan tema kajian hal ini di lakukan agar mempermudah penulis dalam menganalis sumber yang telah di temukan. Tahap yang terakhir ialah Histiriografi yaitu upaya penulis merekonstruksi sejarah melalui sumber-sumber yang telah di dapatkan.
[bookmark: _Hlk165569542]Dalam kajian ini penulis menggunakan beberapa sumber sejarah berupa sumber primer dan skunder. Adapun sumber primer yang penulis gunakan beberapa catatan sidang perundingan penulis juga menggunakan Risalah Dasar Negara yang terdiri dari 3 jilid. Buku yang di tulis oleh MR.J.C.T. Simorangkir dan DRS.B. Mang Reng Say yang berjudul “Konstitusi dan Konstituante Indonesia”.(Simorangkir, 1958), Buku yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution yang berjudul “Aspirasi Pemerintahan Konstituante di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959” cetakan kedua, buku yang ditulis olehh Azmels yang berjudul “HOS Djokroaminoto: Hidup dan perjuangannya”. Dan juga menggunakan Risalah Perundingan Sidang ke I jilid ke III, mengenai perdebatan didewan Konstituante. Selain menggunakan sumber Primer penulis juga menggunakan sumber Skunder berupa kajian terdahulu yang relavan dengan tema  kajian ini.
Sumber-sumber yang di gunakan penulis dalam penulisan artikel ini di dapatkan dari studi pustaka secara online melalui beberapa web. risalah perundingan penulis dapatkan di web mpr.go.id yaitu situs web yang di kelola oleh MPR RI, kemudian Buku Konstitusi dan Konstituante Indonesia penulis dapatkan dari delpher. Selain itu penulis juga menggunakan google Scholar untuk mencari sumber terakait dengan kajian terdahulu yang relavan dengan tema kajian ini. Pada tahap mengkritik sumber-sumber yang telah penulis dapatkan penulis menggunakan Pendekatan sosial politik tujuannya adalah agar memudahkan penulis dalam proses mengkritik sumber. Dalam proses ini penulis menggunakan dua cara yaitu kritik internal dan eksternal, dalam melakukan proses kritik internal penulis melihat isi sumber yang telah di dapatkan relavan atau tidak dengan tema yang di bahas, sedangkan kritik eksternal penulis melihat dari tampilan sumber tersebut apakah sezaman dengan tahun yang ada di tema artikel ini, setalah itu penulis mengelompokan sumber yang relavan dan sumber yang tidak relavan, hal ini di lakukan agar mempermudah penulis dalam menganalis sumber tersebut.


HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Biografi Wan Abdurachman
[bookmark: _Hlk168521733]Wan Abdurachman merupakan salah satu tokoh yang ikut serta dalam pembentukan dasar negara Indonesia, namun sosoknya masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Wan Abdurachman lahir di Teluk Betung pada 23 Desember 1900. Beliau merupakan tokoh yang berasal dari Lampung, yang berkediaman di Kebon Pisang Blok D No. 173 Teluk Betung. Setelah memasuki masa dewasa, ia melanjutkan pendidikan di HIS (Hollandsch Inlandsche School). Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan di Kursus Dagang pada Handelsbond Jakarta dan mendapatkan sertifikat pembukuan bagian stenografi dari Prints Van Leeuwen.(Lampung, 2022,pp.414-415)
Setelah menyelesaikan pendidikan, Wan Abdurachman terjun ke dunia pekerjaan. Pada Juni-Desember 1918, beliau bekerja di Post Assistant b/h post kantor di Tanjung Priok. Beliau juga bekerja sebagai pegawai awal di PT Singer Distributor Pusat Jakarta, menjadi pengawas kantor III, asisten pembukuan di PT Borneo, kemudian menjadi kasir di Bank Pengkreditan Lampung di Teluk Betung, dan juga sebagai pembantu pengawas di perkebunan karet Bergen Lampung sejak awal Januari 1919 sampai akhir Desember 1930.
Sejak Oktober 1945, beliau diangkat sebagai Ketua Umum KNI Karesidenan Lampung dan juga merangkap sebagai pegawai tinggi (Bupati Istimewa) di Kantor Keresidenan Lampung. Pada Desember 1945, beliau menjadi Sekretaris Umum Komite Nasional (KNI) Karesidenan Lampung. Pada tahun 1946, beliau menjadi ketua Badan Pekerja KNI dan wakil ketua DPR Karesidenan Lampung. Sejak Januari 1947, beliau diangkat sebagai anggota DPR Provinsi Sumatra di Palembang. Pada 20 November 1947, beliau diangkat sebagai Wakil Komandan Daerah Militer Lampung-Palembang Selatan dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler, sesuai dengan penetapan Panglima Komandemen Sumatra No.36/Pn/47.
Pada Desember 1949, Wan Abdurachman ditunjuk sebagai anggota KNIP di Yogyakarta. Selama masa perang kemerdekaan kedua, beliau menjadi ketua Dewan Pertahanan Daerah Lampung Selatan yang menguasai daerah Kendondong, Padang Cermin, dan Hurun. Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, beliau menjadi ketua DPR sejak September 1951. Namun, pada 28 Januari 1952, beliau berhenti atas permintaan sendiri dengan SK Gubernur Selatan No. GB/21/1952.
Selama perjalanan hidupnya, beliau sudah aktif dalam organisasi politik di Indonesia sejak tahun 1919 sebagai anggota Sarekat Islam. Pada tahun 1930, beliau menjadi pengurus daerah PSII. Dalam Kongres PSII di Yogyakarta, beliau diangkat sebagai anggota Dewan Partai PSII Jakarta (anggota pimpinan). Pada tahun 1956, inilah awal mula beliau mengukir sejarah dalam hidupnya sebagai anggota Dewan Konstituante dengan nomor urut 368 dari fraksi PSII yang resmi dilantik pada 10, November 1956, sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959(Simorangkir, 1958,p.11).
Wan Abdurachman adalah seorang tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan dasar negara Indonesia, namun kontribusi dan perjuangannya belum banyak dikenal oleh generasi saat ini. Perjalanan hidup dan kariernya menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap negara dan bangsa, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas politik dan militernya. Sebagai anggota Dewan Konstituante, beliau turut serta dalam proses pembentukan dasar negara yang menjadi fondasi penting bagi Indonesia. Dedikasinya dalam berbagai peran dan jabatan mencerminkan ketulusan dan semangat juang yang patut diapresiasi dan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia.
[image: ]

Gambar 1 Peyumpahan anggota Dewan Konstituante 9, November 1956 di Bandung
Sumber : Konstituante dan Konstitusi di Indonesia, 1958

B. Pemikiran Sosialisme Islam
Partai Syarekat Islam Indonesia atau yang sering dikenal dengan PSII merupakan partai politik yang tumbuh berkembang dari Sarekat Islam yang diperjuangkan oleh Hos Djokroaminoto. Pada tahun 1927 SI diganti nama menjadi “Partai Syarekat Islam India Timur” dan pada akhirnya pada tahun 1930 ditetapkan menjadi PSII (Partai Syarekat Islam Indonesia). Dengan tujuan yang dikatakan secara singkat akan menjalankan Islam dengan seluas- luasnya dan sepenuh- penuhnya, supaya bisa mendapatkan suatu dunia Islam yang sejati dan bisa menjadi pedoman muslim yang sesungguh-sungguhnya. Dengan dimikan perlu adanya sebuah progam asas yang dijadikan sebuah Dasar dan pedoman bagi segala cita-cita yang akan dituju dan segala perbuatan untuk mencapai tujuan itu.(Amelz, 1952,p.15-16) jika dilihat asas yang dijadikan landasan PSII dapat dipastikan pemikiran dan upaya pergerakan untuk menuju cita-citanya tidak akan pernah terlepas dari ajaran Islam. Dengan demikan para anggota dan pemimpin Partai harus faham dengan progam yang telah dinyatakan sebagai asas dan progam Tandhim. Adapun asas- asas yang dinyatakan sebagai landasan Partai Syarekat Islam Indonesia ialah sebagai berikut: persatuan dalam umat Islam, Kemerdekaan umat, sifat kerajaan (staat) dan pemerintahan, penghidupan ekonomi, kedaan dan derajat manusia didalam pergaulan hidup bersama dan didalam hukum, kemerdekaan yang sejati.
Sebagai anggota Partai Syarekat Islam Indonesia Wan Abdurchman tentu saja juga menjujung tinggi ajaran Islam, sebagai mana yang telah ditetapkan sebagai landasan PSII yang akan memperjungakan Islam dengan sepenuhnya. Wan Abdurachman meupakan anggota Dewan konstituante yang diusung Oleh Partai Sarekat Islam Indonesis (PSII), tentu saja memiliki kontribusi besar dalam perumusan Dasar negara Indonesia. Sebagai panitia perumus Dasar Negara, Wan Abdurachman memiliki konsep-konsep pemikirannya sendiri. Pemikiran yang diungkapkan mendasar pada ajaran Islam,  hal tersebut mencerminkan bahwasanya Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), menjunjung tinggi berlakunya hukum-hukum Islam bagi pemeluknya.
Wan Abdurachman merupakan salah satu orang yang menhendaki konsep sosialisme Islam sebagai Dasar Negara Indonesia. Namun ajaran sosialisme dalam pemikiran politik Indonesia beberapa diantaranya dipandang sebagai ajaran yang bersumber dari pengaruh asing, utamanya pengaruh Barat. Namun sosialisme yang dikemukakan oleh Wan Abdurachman dengan demikian diyakini olehnya tidak bersumber dan dipengaruhi oleh politik Barat, melainkan pemikiran yang berdasarkan ajaran Islam dan terkandung dalam Al-Quran dan Hadist(Wilopo, 1957.p.472).
 Dalam pidatonya, Wan Abdurachman mengusung konsep Sosialisme Islam sebagai dasar Negara Indonesia, karena bagi PSII Islam merupakan pendirian yang diperjuangkan oleh partai tersebut. Namun, Sosialisme yang dimaksud oleh Wan Abdurachman memiliki arti yang berbeda dengan konsep Sosialisme yang berkembang di Barat. Paham sosial yang diajukan oleh Wan Abdurachman mengutamakan kepentingan orang lain dalam suatu kelompok masyarakat, yang sangat bertentangan dengan konsep individualisme yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas orang lain. Sedangkan Sosialisme yang mendapat pengaruh dari bangsa Barat cenderung bersandar pada barang-barang mahal dan kehidupan yang mewah, menyebabkan pengelompokan sosial berdasarkan ekonomi.(Wilopo, 1957)
[bookmark: _Hlk168530345]Wan Abdurachman dalam pembahasan tentang sosialisme Islam secara spesifik menyebut bahwa sosialisme yang dimaksud ialah sosialisme bersandar kepada agama Islam yang wajib dilakukan oleh umatnya sepanjang hal tersebut merupakan perintah agama Islam. Salah satu prinsip sosialisme adalah mewujudkan keadilan sosial dan menunjukan keberpihakan terhadap masyarakat yang miskin(Wibisono,2012,p.53). Mengenai ekonomi yang menjadi dasar hidupnya bangsa Indonesia, telah sejak dahulu menjadi Asas yang diperjungakan oleh Partai Syarekat Islam Indonesia. Munculnya rasa wajib memerangi kapitalisme mulai dari benih hingga sampai pada akarnya. Kapitalisme tidak hanya kejahatan bagi masyarakat didunia akan tetapi juga merupakan larangan bagi Allah SWT.
Sebagaimana praktek sosial ekonomi dalam Islam yang dilakukan oleh orang muslim pada saat melakukan Ibadah Haji. Pada saat pertemuan yang begitu besar semua orang dari pelosok dunia, dari bermacam-macam negara, bangsa, dan sukunya semua berkumpul menjadi satu ditempat yang sama. Dan pada saat melakukan Ihram mengenakan pakaian yang sederhana sekali, pakaian yang tidak dijahit, tidak menggunakan penutup kepala dan alas kaki. Hal tersebut dilakukan secara bersamaan selama waktu yang ditentukan dengan tidak memperhatikan dari mana asal-usulnya, siapa keturunanya, dan juga tidak ada tingkatan derajat yang lebih tinggi diantara satu sama lain, semuanya dianggap sama tidak ada yang dibedakan. Dengan demikian praktek inilah yang menjadi contoh besar bagi masyrakat seluruh Dunia dalam hal persudaraan dan persamaan(Wilopo, 1957.p.467).
Untuk menjelaskan konsep sosialisme Islam Wan Abdurachman melandaskan pemikiranya pada firman Allah dalam Al-Quran: yang berbunyi  “prikemanusiaan adalah menjadi satu kesatuan”, ini adalah pokoknya Sosialisme yang Ia sampaikan pada perundingan Dasar Negara Indonesia. Selain ayat tersebut Wan Abdurachman juga mengutip sebuah ayat yang berbunyi: “bahwasanya kita ini diciptakan dari seorang laki-laki dan perumpuan, dan Allah telah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kita saling mengenal” Menurutnya, jika kesatuan merupakan pokok dalam kehidupan sosial, maka masyarakat harus berusaha mencapai keselamatan dan tujuan bersama. Konsep dasar negara yang diusung oleh Wan Abdurachman adalah sosialisme Islam, bukan sosialisme Barat atau buatan sendiri. Melainkan sosialisme yang muncul atas dasar ajaran Islam.(Wilopo, 1957) kaum Partai Syarekat Islam Indonesia menolak perbedaan derajat manusia didalam pergaulan hidup, mereka menganggap bahwa yang dapat membedakan derajat manusia terhadap Allah hanyalah tawakal. 
Sosialisme sebagaimana yang dimaksud adalah sosialisme yang telah berkembang kurang lebih selama tiga belas abad serta telah diprakikan sejak zaman Rasullah SAW.  Sosialisme Islam adalah pergerakan yang dikontrol oleh identitas keislaman untuk mencapai kesempurnaan hidup didunia maupun diakhirat, Hal ini terlihat dari ungkapan Wan Abdurchaman yang mengutip sebuah hadist: “menurut Hadist Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wassalam bahwa ia menyuruh kita untuk berlaku dermawan dengan asas-asas yang bersifat sosialistis. Sedangkan Al-Quran berulang-ulang menyatakan bahwa memberikan sedekah itu bukan hanya bersifat kebajikan, tetapi bersifat satu wajib yang keras tidak boleh dilalaikan.”Sosialisme yang dimaksud di sini adalah sosialisme Islam, di mana masyarakat yang hidup berkelompok memiliki sikap saling mengasihi satu sama lain, tanpa membedakan satu sama lain. Dalam Islam, tidak ada perbedaan makhluk di hadapan Allah SWT (Wilopo, 1957.p.468). Wan Abdurachman menegaskan bahwa konsep Sosialisme yang ia ajukan sebagai dasar negara bukanlah untuk meniru Barat, tetapi untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisme Islam yang diusungnya menekankan pentingnya solidaritas, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap sesama sebagai landasan utama dalam membangun negara.
Dengan demikian, pemikiran tentang dasar negara yang diungkapkanWan Abdurachman berbeda dengan sosialisme yang berada di Barat. Namun sosialisme yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam yang mendorong masyarakat untuk hidup bersama dalam kesatuan dan saling membantu. Bahkan praktik sosialisme islam tersebut telah jauh berkembang sebelum sosialisme barat berkembang dimasyarakat Eropa pada abad ke-19, karena praktik sosialisme Islam telah berkembang sejak zaman kepemimpinan Rasullullah S.A.W. Konsep ini tidak hanya relevan untuk membangun dasar negara yang adil dan sejahtera, tetapi juga menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial. Kontribusi Wan Abdurachman dalam merumuskan dasar negara menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam dan keadilan sosial, yang tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern.
Ajaran sosialisme menurut Wan Abdurachman tidaklah hanya praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam, bahkan diantaranya merupakan praktik wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. Dengan demikian ajaran sosialisme islam tidak hanya bersifat tekstual dan normatif belaka namun diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap pemeluknya, Setiap umat Islam, kaya atau miskin, dari berbagai suku bangsa dan warna kulit, diwajibkan untuk berkumpul dan menjalankan salat di masjid setiap Jumat tanpa membedakan tempat dan derajat. Dalam perkumpulan tersebut, salat dipimpin oleh seorang imam yang dipilih dari antara mereka. Selain itu, dua kali dalam setahun, seluruh penduduk suatu kota berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada kesempatan ini, mereka berjabat tangan dan berangkulan satu sama lain dengan rasa persaudaraan yang mendalam, memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Selain itu, setiap umat Islam yang mampu diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ibadah ini dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, di mana para jamaah berkumpul di suatu tempat dengan mengenakan pakaian ihram yang sama dan sangat sederhana. Pakaian ihram ini melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan, menghilangkan perbedaan status sosial, suku bangsa, dan warna kulit. Dengan demikian, ibadah haji memperkuat rasa persatuan dan kesetaraan di antara umat Islam, menjadikannya momen yang sangat bermakna dalam kehidupan spiritual mereka. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan kebersamaan, kesederhanaan, dan persaudaraan, yang dijalankan dengan penuh ketaatan oleh setiap individu Muslim di seluruh dunia(Wijiyanto et al., 2019, p.10).
Dengan demikian praktik sosialisme diatas merupakan bentuk sosialisme Islam dalam rangka mewujudkan persamaan dan persaudaraan. Secara tidak langsung praktik tersebut akan menanamkan perasaan bahwa semua manusia itu satu persatuan, dan diwajibkan atas mereka melakukan kesamaan yang berlaku satu sama lainya. Praktek tersebut sangatlah sesuai dengan landasan Partai Syarekat Islam, yaitu percaya bahwasanya untuk menjadikan Umat Islam yang bersatu, lebig dulu dibentuk sebuah kaum (Partai) yang tidak terpecah- belah atau terbagi- bagi(Amelz, 1952,p.10). Sebagaimana perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur’an Surah Al-‘Imran yang artinya “ dan berpeganglah kuat-kuat kamu semuanya dengan tali Allah (Qura’an) dan janganlah kamu berpecah belah” .
Jika melihat kehidupan masyarakat Indonesia Mayoritas masyrakatnya beragama Islam namun tidak semuanya memahami dan menjalankan ajalan Islam secara menyeluruh kerena sebagai hambatan yang diberikan oleh pemerintah Kolonial pada masa penjajahan. Selain itu penerapan ajaran Islam sulit diselaraskan dengan praktik pemerintahan yang ada pada masa itu. Dalam Islam terdapat kewajiban dan larangan yang harus ditaati, seperti kewajiban Shalat lima waktu dan larangan memakan babi dan meminum alkohol. Namun Negara mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber yang dianggap haram, sehingga pendapatan negara yang digunakan untuk membayar gaji karyawan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Telah jelas bahwa Allah melarang hambanya agar tidak memakan uang hasil riba, namun karena faktor politik pada saat itu pada akhirnya banyak umat muslim memakan uang yang didaparkan dengan jalan yang tidak benar. Dengan demikian para anggota PSII harus memiliki kesadaran penuh untuk memerangi kapitalisme, karena kapitalisme bukan hanya kejahatann didunia namun juga ancaman siksaan Allah di akhirat (Amelz, 1952,p.32). sebagaimna yang tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat ke 275.
Dengan harapan apabila Islam yang dijadikan sebagai Dasar Negara Indonesia hal tersebut dapat memperbaiki kehudupan masyarakat Islam yang sebelumnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu sosialisme menawarkan progam-proham yang akan mendistribusikankesejahteraan dan kekuasaan yang lebih merata di dalam masyarakat. Namun pada Sidang perumusan Dasar Negara para kaum penganut Pancasila sebagai Ideologi Bangsa lebih banyak berargumentasi yang tertuju untuk menyerang pemikiran Dasar Negara Islam. Tentu saja hal tersebut memiliki kesamaan pada masa Kolonial yang mana pada masa itu Islam akan dimusnahkan. Sedangkan pada saat itu mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dengan demikian PSII sebagai Partai yang berlandaskan Islam rela memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara Indonesia.

C. Perdebatan di Dewan Konstituante
Perdebatan yang terjadi antara fraksi Pancasila, Islam dan Sosial Ekonomi, tentu saja berpengaruh terhadap jalanya sidang Konstituante. Perdebatan itu pada daasarnya merupakan konfrontasi antara para pendukung Pancasila dengan para penganut Islam. Masing- masing pihak menekankan keunggulan ideologi yang terdapat di Indonesia, menurut para pendukungnya, Islam merupakan wahyu ilahi yang mengandung hukum dan ajaran yang paling lengkap dan sempurna, baik untuk mengatur kehidupan perorangan dan masyarakat maupun untuk mengatur soal agama, politik dan ekonomi. Argumentasi yang sedimikian rupa disampaikan secara berulang-ulang selama perdebatan berlangsung. Para pembicara juga saling meremehkan dan mengejek satu sama lain, para pendukung Panca sila beranggapan bahwa jika dasar negara diganti merupakan bentuk sebagai penghianatan terhadap perjangan revosioner dan membehayakan perdamain dan kesatuan Indonesia. Sedangkan dilain pihak, pendukung Islam menyatakan bahwa Pancasila merupakan doktrin sekuler yang nantinya akan membuka peluang bagi gerakan- gerakan ateis seperti PKI dan karena itu tidak sesuai dengan hukum Islam (Nasution, 2001,pp.51-52).
Menurut Wan Abdurchman pada pelaksnaan sidang perumusan Dasar Negara Indonesia, orang-orang yang setuju dengan dasar negara Pancasila memberikan argumenasi yang memojokan Pemikiran Dasar Negara Islam, hal tersebut memiliki persamaan pada masa penjajahan Kolonial Belandan. Jika dilihat pada masa penjajahan Jepang dan Belanda pada masa penjajahan sebagaimana yang terjadi oleh para pemeluk agam Islam mendapatkan diskriminasi hanyalah para pemeluk agama Kristen yang mendapatkan perlindungan dari Kolonial, seakan-akan Belanda membatasi pengaruh Islam terutama pada bidang politik, hal tersebut dilakukan agar tidak menumbuhkan semangat rakyat Indonesia untuk menghadapi penjajahan. Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) merupakan partai politik yang berjuang untuk menerapkan hukum-hukum Islam bagi Umatnya. Namun, pemerintah belanda mencoba mematahkan perjuangan PSII  dengan berbagai cara, termasuk memberikan subsidi kepada kelompok-kelompok Islam yang mendukung kepentingan pemerintah Kolonial dan membentuk organisasi lokal untuk menghalangi PSII(Wilopo, 1957.p.474)
Beberapa pejabat Lokal dimanfaatkan oleh Belanda untuk membasmi pengaruh PSII dan Partai Politik Islam lainya yang dianggap berbahaya untuk Indonesia. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia ada sedikit kelonggaran bagi umat Islam untuk mengekspresikan dan memajukan ajaran Islam. Namun tantangan baru muncul ketita konstituante Indonesia mencoba menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara, bahkan dari orang Islam sendiri menolak Islam sebagai Dasar Negara. Hal tersebutlah yang dialami oleh blok Islam pada saat terjadinya perdebadan mengenai Dasar Negara. Argumen-argumen yang diungkapakan lebih mengarah untuk merendahkan pendapat kelompok Islam. Wan Abdurachman mengatakan bahwa uacapan para pembicara yang mengatakan bahwa sejak Proklamasi hingga saat ini Islam tidak mempunyai nilai yang tingkatanya memenuhi syarat untuk masuk kedalam nilai-nilai Nasional dalam rangka konsepsi dan nilai-nilai Nasional(Wilopo, 1957.p.472).
Perdebatan yang terjadi pada perumusan lebih cenderung mengarah pada perpecahan antara partaai- partai yang terlibat didalamnya. Para pendukung Pancasila menekankan bahwa negara yang berdasarkan Pancasila memberi kesempatan penuh paham negara Islam untuk mengejar pelaksanaan cita- cita mereka secara demokratis, mencangkup pandangan Islam maupun pandangan sosial ekonomi seperti yang diajukan oleh partai pembela Proklamasi dan ajaran Negara Islam yang seperti yang yang diajukan oleh fraksi- fraksi Islam, semuanya adalah baik. Akan tetapi semuanya itu sudah tercakup didalam dasar Pancasila. Hal tersebut tentu saja ditolak oleh anggota PSII yang Pancasila menyatakan bahwa tidak ada dasar sempurna diluar Islam, karena Islam tidak berkurangan dan mencangkup segala-galanya. Jika Islam dianggap sudah tercangkup Ideologi lain maka itu berarti Islam mempunyai kekurangan atau dapat dikatakan tidak sempurna. Hal tesrsebut dibenarkan oleh Kasman Singodimedjo dari partai Masyumi bahwa ia sendiri juga beranggapan bahwa baik Pancasila maupun sosial ekonomi sudah tercakup pada Islam(Nasution, 2001.PP.75-76).
Setelah terjadinya perdebatan panjang yang terajdi antara tiga blok Fraksi di Dewan Konstituante. Wan Abdurachman memberikan argumentasi terhadap ajakan menerima gagasan pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945. Partai-partai Islam yang mewakili hasrat cita-cita umat Islam Indonesia, walaupun ada perbedaan nada dan irama, pada hakekatnya memiliki pendirian yang sama: menerima dengan syarat. Syarat-syarat tersebut bervariasi, ada yang berat dan ada yang ringan, ada yang mengenai materi dan ada yang mengenai bentuk.Adapun syarat minimal yang dianggap penting oleh fraksi-fraksi Islam dalam Konstituante untuk memenuhi amanat yang harus mereka perjuangkan dalam penyusunan konstitusi adalah, dalam Mukaddimah sebagai kelanjutan dasar, Ketuhanan Yang Maha Esa, disertakan ketentuan: dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, usulan syarat tersebut tidak mendapatkan dukungan dari semua fraksi Islam. Akibat dari penolakan syarat yang diajukan oleh Wan Abdurachman tidak diterima, para anggota PSII tidak berkenan memberikan suara untuk batang tubuh UUD 1945.(Risalah, 1959,pp.1097-1098)
Setelah usulan untuk kembali ke UUD 1945 dinyatakan tertolak, kenyataan tersebut berakali-kali diungkapkan pada sidang Konstitunte bahwa  tidak mampu menyelesaikan kewajibanya. Namun pihak yang mendukung UUD 1945 masih terus aktif menyuarakan dukungan kepada pemerintah. Setelah kembalinya Presiden dari luar negeri pada  29 juni 1959, dan pada 5 juli 1559 kabinet Juanda mengadakan rapat di Bogor yang juga di hadiri oleh ketua Mahkama Agung. Dan pada rapat tersebut tercapailah kesepakatan supaya UUD 1945 dinyatakan beralaku kembali melalui dekrit Presiden. Prisiden Soekarno berbicara atas nama rakyat Indonesia menyatakan berlakunya dekrit Presiden 5 juli 1959 yang berisi: (1). Pembubran Konstituante, (2). Keputusan untuk memberlakukan kembali UUD 1945, (3). Penarikan kembali UUD 1950 dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mendirikan lembaga -lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 (Nasution, 2001,p.405). Dengan demikian secara resmi Konstituante dibubarkan oleh pemerintah Indonesia.

KESIMPULAN
Dari uraian diatas dapat disimpulakan bahwasanya Wan Abdurachman merupakan salah satu anggota Dewan Konstituante dan juga merupakan ketua fraksi dari partai PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) yang berasal dari Daerah Lampung. Ia lahir di Teluk Betung pada 23 Desember 1900. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia aktif dalam organisasi politik Islam di Indonesia, yaitu SI dan PSII. Pada pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante hingga dikeluarkannya dekrit Presiden pada tahun 1959. Wan Abdurachman juga berperan dalam pembentukan Dasar Negara Indonesia.
Pemikiran mengenai dasar negara yang Ia ungkapkan di Dewan Konstituante ialah Sosialisme Islam. Sosialisme yang dimaksud bukanlah sosialisme seperti yang ada di Barat, melainkan sosialisme yang sesuai dengan ajaran Islam, menjadikan Al-Qura’an dan Hadist sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita yang dituju. Sosialisme Islam yang dimaksud tidak membeda-bedakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Secara spesifik, sosialisme ini bersandar pada agama Islam dan wajib dilakukan oleh umatnya sepanjang hal tersebut merupakan perintah agama Islam. Salah satu prinsip sosialisme ini adalah mewujudkan keadilan sosial dan menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat yang miskin, hal tersebut merupakan Asas yang dijunjung tinggi oleh partai PSII. Wan Abdurachman menekankan bahwa sosialisme Islam adalah cara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai agama yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat.
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